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NASIGII AIGDEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAII

KOTA SI'RABAYA TENTANG PEMBERIAN NAMA JAL.III{

DAN SARANA UMUM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakatrg

Penataan Kota tidal( terlepas dari kebijakan tata ruang

yang terintegrasi dengan wilayah-wilayah lain disekitarnya.

Termasuk didalamnya adalah prasarana jalan. Penataan jalan

dalam konteks tata ruang tidak hanya menata kota dalarn

konteks pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan,

tetapi juga menyalgkut penamaan jalal sebagai identitas kota.

Penamaal jalal pada hakekatnya adalah bagial pembalgunan

arsitekhrr kota darr pembentukan identitas 0ati diri) sebagai

titik orientas (tetenger) yang mempunyai daya hidup dan

mampu dikenal sepaljang perubalarr jaman, serta mengakar

dari dan pada struktur lublic, ekonomi, budaya masyarakat

dan kota.

Jalan adalah salah satu prasa-rana tra-nsportasi dan

sirkulasi (kendaraan, peja.lan kaki dan publik di mang kota,

sehingga ja-lan merupakan salah satu komponen pembentuk

arsitektur kota disamping komponen-komponen lainnya,

seperti: bentuk daII masa bangunan serta fungsinya, ruang

luar yang terbentuk, penghijauan dan masalah ekosistem,

komponen-komponen penunjalg (utilitas-kota, rambu lalu

lintas dan lainJain) serta berbagai komponen non fisik yang

membentuknya.

Perkembangan pembangunal dan pertumbuhan Kota

Surabaya rnenunjukkarr adanya kemajual yang sangat pesat
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sehingga untuk memudahkan, pengenalan dan tercapainya

hubunga! (komunikasi) yang lebih sempurna terutama bagi

daerah perumahal baru perlu adanya pemberian nama baru

atau peruba}Ian narna-narna untuk ja.lan, tempat rekreasi,

tarnar dan tempat lain yang serupa untuk umum dengan tetap

memperhatikan sejarah perjuangan bangsa, kepahlawanar dan

ciri-ciri khas kota.

Dengan demikian penamaan jalan merupakan salah satu

ha1 penting untuk identitas kota sekaligus sebagai titik
orientasi yang mempengaruhi kemudahan mobilitas.

Penamaaal jalal di Kota Surabaya sudah diatur dalam

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 1975 tentang

Pemberian Nama-Nama Untuk Jalan, Tempat Rekreasi, Tama-n

dan Tempat Lain Untuk Umum. Sejalar dengan perkembangan

kota dan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan

Daeral Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 1975 tersebut sudah

tidak dapat dilaksanakal dan harus disesuaikan. Beberapa

kenyataan dilapalgal menunjukkal adalya kecenderungal

kurang koordinatif dan integrative di dalam upaya penainaan

jalan, yang pada gilirannya akal mengakibatkan dampak

negative dan menimbulkal permasalahan dalam usaha

pengembangal kota. Kecenderungan tersebut antara lain :

a. Nampak masih banyaknya penainaan secara sendiri-sendiri

baik oleh masyarakat maupun Pengembang.

b. Terdapatnya penarnaan yang "meningga-lka-n/

menghilangkai citra/jati diri" yang sudah memasyarakat.

c. Kecenderungal penama€rn kawasa-n baru yang mereferensi

dari istila]l asing, yang jauh dari sejarah darr akar kota

Surabaya.

d. Pesatnya pertumbuhan Kota baik secara fisik maupun non-

fisik tetah memunculk€m banyaft kavling baru, persil bala
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dan jalan baru serta fasilitas-fasilitas baru baik fasilitas

publik maupun pribadi.

e. Peraturan penarnaan jalan yang ada sudah tidat ehsien

dengan perkembalgan pesat Kota Surabaya.

Dari kecenderungan di atas perlu adalya perubahan atas

Peraturan Daerah tersebut guna mempeEnudah pelayanan

terhadap masyaratat khususoya pelayanal pengajuan nama

jalan dan penomoran balgunal. Berdasarkan Undang Undang

Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dinyatakan bahwa dalam

penyelenggaraan ja.lan pemerintah kota memiliki kewenangal

yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembalgunan dan

pengawasan. Sebagai upaya untuk menyelaraskal penamaal

jalal yalg mempatal salah satu identitas kota, maka

pemerintal kota sebagaimana diatur da-lam Pasal 16 ayat (3)

memiliki kewenalgan untuk mengatur pedoman penamaan

jalan.

Beranjak dari pemikiran di atas, maka perlu dilakukal
kajian tentang kebijakal penanaan jalar, tempat rekreasi,

taman dan tempat umum berfungsi sebagai pedoman bagi

pemerintal dar masyajakat da.lam memberikan narna-nEuna

jalar darl tempat umum. Kebijakan pedoman penamaan jalan

dan tempat umum merupakan salah satu upaya dalam

melakukar pengaturan untuk penyelenggaraan jalan sesuai

dengal kebutuhan kondisi darr budaya masyarakat Kota

Surabaya.

1.2. Identiftkasi Peroasalahaa

Dalam upaya untuk mempermudah pelayalai penarraa-n

jalan, tempat rekreasi, tarnan dan tempat umum di Kota

Surabaya, terdapat beberapa permasalahan mengenai mekalisme

serta pengendalian penainaan jalan dan tempat umum. Isu-isu
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tersebut meliputi, masa.lah koordinasi kewenangar, mekalisme,

kriteria, infrastruktur, dan pengendalian.

Berkaital dengal isu koordinasi kelembagaan, permasalahan

utama adalah mengenai kepastian hukum dal kebijakan daerah

da.lam melakukan pelayanan penamaan jalan, dan tempat umum,

baik yang dilakukan oleh pemerintai maupun masyara-kat,

Permasa.lahan-permasalahan yang timbul dalam pelayararr

penamaal jalan dan tempat umum adalah sebagai berikut:

a. Banyaknya penamaan secara sendiri-sendiri baik oleh

masyarakat maupun pengembang, sehingga tat jararg terjadi

"pengelompokan" yang terpisah pada dua bagian kawasa:r kota

yang berjauhal.

b. Adanya penamaan kawasan baru yarrg "membonceng" kawasan

lama.

c. Terdapatnya penarnaar yang "meninggalkan/menghilangkan

citra/jad diri" yarg sudal memasyaral<at.

d. Kecenderungal penzuna€rn kawasal baru yang mereferensi

dari istilah asing, yang jauh dari sejarai darr akar kota

Surabaya.

e. Belum adalya kriteria yalg jelas tentang penggunaarl nama-

nama pahlawan nasional maupun tokoh-tokoh masyarakat

pada penetapan narna sebuah jalar, terutama jika dikaitkan

dengan predikat Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, maka isu

hukum yang dapat diangkat meliputi :

a. Baiwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun

1975 tentang Pemberian Nama-Nama Untuk Jalan, Tempat

Rekreasi, Taman darl Tempat Lain Untuk Umum, sudah tida-k

sesuai dengal peraturan perundalg-undangan di atasnya,

sehingga perlu adanya pembaharuan guna memberikal

Iegitimasi kewenalgal kepada Pemerintah Kota Surabaya

sesuai dengar kewenanga:nnya dalam menyelenggarakal
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b.

pemerintahan daerah sebagaimana diatur da.lam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

darl Peraturan Perundang-Unda-ngan Sektoral.

Bahwa seseuai dengan kondisi eksisting penarnaan jalan di

Kota Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan dalarn

PeraturaD Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 1975

tentang Pemberian Nama-Nama Untuk Ja1aI, Tempat

Rekreasi, Tamal dan Tempat Lain Untuk Umum, khususnya

wewenang dan mekanisme penalnaa-n dan penomoral

bangrrnan, namun pelaksanaarr ini dalam prakteknya tidak

menimbulkan permasalal:an. Dengan demikial perlu

dilakukal penyederhalaan mekanisme penarnaan yang

disesuaikan dengan kondisi yang ada serta bertujuan untuk
memberikan kemudahal dalam pelayalal kepada

masyarakat.

Bahwa untuk tetap mempertahalkar ciri kota, maka sedap

orang atau badan yarg al<an melakukan penamaal jalan

tempat rekreasi, tarnan daIr tempat umum harus

memperhatikan sejarah perjuangan bangsa, kepahlawanart

dan ciri-ciri khas kota. Dengan demikian dalam pengaturar

penamaar jalan dan tempat umum ini harus mengatur

kriteria penarnaan.

Bahwa penamaan jalan darr tempat umum dapat

berpengaruh terhadap upaya untuk mewujudkan jaringai
jalan yang berdaya guna dan berhasil guna, oleh karena itu
penarnaan jalal dafl tempat umum ini harus diatur guna

mendukung terselenggaranya transportasi publik yang

terpadu.
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1.3. Tujua! daa Keguaaan yaag hgiu Dicapal

Tujuan pen,'usunan kajian ini adalah untuk meneliti dan

menganalisa secara akademik tentang kebijakan pemerintah

Kota Surabaya untuk menlrusun pedoman pemberian nama

jalan dan sarana umum y.rng dilakukal oleh Pemerintah Kota

Surabaya untuk memberikan identitas atau tetenger. Kajian

tentang pemberian nama jalai dai saraia umum merupakal
penelitian terhadap peraturan pemndalg-undalgan yang

memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan

kewenangan tersebut serta penelitiar tentang sosiologis dan

historis.

Hasil peneLitian ini akan menjelaskar tentang pokok-

pokok materi dalam rancangan peraturan perundang-

undangan, serta bentuk hukum atas kebijakal tersebut da.rl

keterkaitan pokok-pokok pikiran tersebut dengal peratural

perundang-undalgal terkait lainnya, sehingga jelas

kedudukan dan ketentuan yang diaturnya. Dengan sasaran

yalg hendak dicapai adalah tersusunnnya Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pemberia-n Nama Jalan darr Sarana

Umum di Kota Surabaya yang sesuai dengan kewenangan yaJlg

dimiliki Pemerintah Kota Surabaya, kondisi sumber daya dan

kemampuaa, kebutuhan dal nilai yang tumbuh dalam

masyarakat, sehingga pen€rmaan jalan yang diatur oleh

Pemerinta-h Kota Surabaya mencapai tujuan untuk efektiitas

dan efisiensi serta menunjukkan identitas kota Surabaya

tanpa meningga-lkan kondisi dan ciri khas Kota Surabaya.

1.4. Metode Peldekata!
Metode yang digunakan dalam peny,usunar naskah akademik

ini adalah metode sosiolegal. Dengan ini, maka kaidah-kaidah

hukum baik yang berbentuk peraturan perundarg-undangan,

rnaupun kebiasaan dalam kegiatan penarnaan jalan dan tempat

DMFT PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KOTA SUMBAYA TENTANG PEMBERIAN NAMA ]ALAN DAN



umum dicari dar digali, untuk kemudian dirumuskar menjadi

rumusan pasal-pasa1 yang dituangkan ke dalam rancaigan

peraturan perundang-undangan (Raperda). Metode ini dilandasi

oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik hukum yarg juga

berlandaskal pada kenyataan yalg ada dalam masya-ralat, bukan

semata-mata merupakal kehendak penguasa saja.

Seca-ra sistematis penj rsunan naskah akademik dilakukarr

melalui tahapan tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang

di.lakukan meliputi:

a. Inventarisasi bahal hukum;

b. ldentifrkasi bahal hukum;

c. Sistematisasi bahan hukum;

d. Analisis bahan hukum; dan

e. Perarrcalgarr darr penulisal

Rangkaian taiapan dimulai dengan inventarisasi dan

identifrkasi terhadap sumber balar hukum yang releval (primer

dan sekunder), yajtu peraturan perundang-undalgan yang

berkaitan dengan keabsahan pemerintah daerah dalam

melakukal pemberian nama jalal dal sarana umum. l,angkah

berikutnya melakukal sistematisasi keselumhal baharr hukum

yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap

asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan

rujukar lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkal untuk
mempermudah pengkajian dari permasalahal penyelenggaraal

pelayanan penamaan jalan dan tempat umum serta penomoran

ba-ngunan. Melalui rargkaia-n tal:apa]l ini diharapkal mampu

memberi rekomendasi yalg mendukung perlunya reinterpretasi

dan reorientasi pemahamal terhadap kewenangan pemerintah

daerah dalam melakukan pemberian nama jalal darr sarara

umum, instrumen yang dilakukan da-lam melakukarr pengelolaan,

dan prosedur atau tahapan yang dilakukan agar pelayanan
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pemberian nama ja.lan dan sarana umum dapat dilakukan secara

optimaJ.

Secara garis besar proses penJrusunan peraturan daerah ini
meliputi tiga tahap yaitu: 1). Tahap Konseptualisasi, 2) tanap

Sosialisasi dan Konsultasi Publik, darl 3) tahap Proses Politik darr

Penetapan :

1. Tahap Konseptualisasi

Taiap ini merupakan tahap awal dari kegiatan technical

asststance yarg dilakukan oleh tim penlrusun. Pada tahap ini

tim penyusun melakukan konseptualisasi naskah Akademik

dan perumusal Rancangan Peraturan Daerai tentang

Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum de,rgat stake hold.er

untuk melalcukal identifikasi masalah da.rr altematif solusi

yang dapat digunakal dalam menyelesaikan masalah. Sf@ke

holder yalrg terLibat dalam inventa-risasi dan identilikasi

permasalahan ada.lah Dinas Pekerjaar Umum Bina Marga dan

Pematusan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas

Kebersihan dan Ruang Terbuka, Badan Perencanaal dan

Pembalgunal Kota, DPRD, dal masyarakat yang dilakukaa

dengan konsultasi dengan team ahli dan Folrm Group diskusi.

2. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pada tahap ini, tim penJ.usunal melakukan Sosialisasi

dan Konsultasi Publik mengenai Peraturan Daerah Tentang

Pemberian Nama Jalan dan Saraia Umum di Kota Surabaya

melalui diskusi yang dihadiri oleh stake hader. 'largel

keluaran dari kegiatan sosialisasi ini ada.lah

tersosialisasikannya renca-na pembentukal rancEmgan

Peraturan Daerah tentarg Pemberian Nama Ja-lan dan Sarana

Umum di Kota Surabaya dan memperoleh masukal dari

peserta guna perbaikal dan penyempumaan rancangan

peraturan daerah.
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3. Tahap Proses Politjk dar Penetapan

Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari

keglatajl techni.!:al ossista,nce. Proses politik merupakarr

pembahasal Raperda tentang Pemberian Nama Jalan dan

Sarana Umum di Kota Surabaya. Tahap penetapan adalal

tahap ketika Raperda sudah disetujui oleh DPRD Kota

Surabaya bersama dengal Walikota Surabaya untuk disahkart

menjadi Peraturan Daerai.
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BAB II
KAJIAN TEORITIK DAT{ EMPIRIK

Kajian teoritis dalam konteks ini dibagi dalam dua ha1, yaitu aspek

kewenangan pemerintah daerah dalarn melakukal penamaar jalan dan

tempat umum dan kajian instrumen kebijakal yarg dapat digunal{an

dalam melakukal penamaal jalan dan tempat umum.

2.1. Keabsa.ha! Petrerirtah Daerah dalam Melakulan PenamaaD JaIaD
DaD TeEpat UEtrE

Penyediaal infrastrukur berupa jalan, taman dar tempat umum

mempakan realisasi kewajibal dari negara atas pemenuhal hak setiap

orang untuk mengembalgkan diri melalui pemenuhan kebutuhal

dasarnya untuk mendapatkan pendidikan, memperoleh malfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas

hidupnya dan demi kesejahteraan umat marrusia sebagaimana tercantum

dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan

dituangkannya hak untuk mendapat manlaat dari ilmu pengetahual dan

teknologi demi meningkattan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan

umat marusia oleh Konstitusi, maka di sini negara memiliki kewajiban

untuk: menjaga (to protect), menghargai (to respect), dan memenuhi fo

fulruL). Sebagd kewajiban dari negara untuk memenuhi hak tersebut,

maka pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pengurus negara

memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menyediakal infrastruktur, salah

satunya adalah jalan darr sErrElna umum yang bermanfaat bagi malusia

untuk meningkatkan kesejahteraannya.
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Dengan adanya kewajibal untuk memenuhi malfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kua-Iitas hidupnya, maka

upaya penyediaan saJarla daII prasarana umum harus dilakukan oleh

pemerintah dan pemerintal daerah untuk menyediakan. menjaga,

memethara, memulihkan dan melindungi sarala dan prasarana sebagai

salah satu pemanfaatal ilmu pengaetahuan dan teknologi yang bertujual

untuk meningkatkan kualitas dail kesejahteraal manusia.

Jalan merupakal salah satu infrastruktur atau bagian prasarana

transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial

budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dar keamarar, serta

dipergunakan untuk sebesar-besai kemakmuran rakyat. Dalarn

pembangunal masyarakat, jalal sebagai pras€rrana distribusi barang darr

jasa merupakan urat nadi kehidupaa masyarakat, bangsa, dan negaja.

Dengan demikian ja-lan merupalan satu kesatuan sistem jaringan ja]a-n

menghubungkal dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berdasajkan Undang-Unda-ng Nomor 38 Tahun 2004 tentang Ja-lar,

dicarrtumkarr bahwa pengaturan penyelenggaraal jalal bertujuan untuk:

a. Mewujudkan keterliban dan kepastial hukum dalam penyelenggaraal

ja-larl;

b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraal jalar;

c. Mewujudkan peran penyelenggara jalal secara optimal dalam

pemberian layanan kepada masya ral<at;

d. Mewujudkan pelayarrarr jalarr yalrg anda.l dan prima serta berpihak

pada kepentingan masyarakat; dan

e. Mewujudkan system jaringan ja-lan yang berdaya guna darl berhasil

guna, untuk mendukung system transportasi yang terpadu.
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Dalam mencapai tujuan tersebut di atas, maka penyelenggaJaan jalan

berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselarnatan,

keserasian, keselarasan dan keseimbalgal, keadilal, transparansi dan

akuntabilitas, keberdayagunaan darl keberhasilgunaan, serta kebersamaar

dan kemitraan. Pentingnya penyelenggaraal jalan sebagai salah satu

infrastruktur yang mendukung pemba-nguna-n di bidang ekonomi, sosial

budaya, lingkungal hidup, politik, pertahanan dall keamanan, serta

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ma-I(a

penyelenggalaan jalan yang merupakan salah satu bentuk dari tugas

pekerjaan umum menjadi sa.lah satu urusan wajib,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahal Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan

pemerintahan diluar yang menjadi urusal pemerintah pusat. Sesuai

dengan kewenangan yang diatur dalalrl UU Nomor 23 Tahun 2014,

dinyatakan bahwa pembagial urusan pemerintahan dibedakan menjadi 3,

yaitu :

1. Urusan Absolut;

2. Urusar:r Konkuren;

3. Urusan Pemerintaiar Umum.

Urusan absolut merupakal kewenangan pusat, sedangkan yang dapat

dibagi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah urusal konkuren dan

urusan pemerinta-han umum. Penyelenggaraal jalan sebagai salah satu

dari tugas pekerjaal umum merupakan salah satu urusan urusan

konkuren yang menjadi umsar wajib yarg berkaitan dengan pelayaian

dasar. Dengal demikian pemerintah daerah, baik provinsi maupun

pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan penyelenggaraar jalan.
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Berdasarkan Lampiran Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah telah mencantumkan bahwa wewenang
pemerintah kota Surabaya dalam penyelenggaraan jalan harus sesuai

dengan status jalaIl, yaig harya terbatas pada jalan kota. Ja_lan kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU tentang Jalan adalal. jalan umum
dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan arrtarpusat
pelayalan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil,

menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat
permukimal yalg berada di dalarn kota.

2.2. I[strumen PeDyelenggaraan Jala! dl Kota Surabaya

Jalan ada.lah prasarana transportasi darat yang meliputi segala

bagian ja.lan, termasuk bangunal pelengkap daII perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi la-lu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas

permukaan tana}r, di bawah permukaan tallall dan/atau air, serta di atas

permukaan air, kecuali jalal kereta api, jalan lori, dan jalal kabel.

Berdasarkan Unda-ng-Undang Nomor 30 Ta_hun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahar, setiap tindakan dan/atau keputusan

Badan/Pejabat pemerintah harus dilandaskan pada wewena-ng yarrg

didasarkal pada peraturan perundalg-undangan dan Asas-asas Umum

Pemerintaian Yang Baik. Tindat pemerintahar yang dapat dilakukal
dalam penyelenggaraan jalan dapat dilakukal dengar :

a. Menetapkan peraturan perundang-undangal darl produk hukum
daerah;

b. Menerbitkankeputusan;

c. Melakukal tindakar nyata;
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d. Pembinaal darr pengawasan; dan

e. Penegatan hukum.

Tindakal nyata yang dapat dilakukan oleh pemerintah

kabupaten/kota dalarn melakukan penyelenggaraan jalan meliputi :

. Pengaturan

Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencarlaEm,

PenJ rsuna-n perencanaan umum, dan penyusunai peraturan

perundang-undangan jalan.

o Pembinaal

Pembinaa:r jalan adalai kegiatal pen).usunan pedoman dan standar

teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya malusia, serta
penelitian dan pengembalgal jalan.

. Pembalgunan, daII

Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograrlan dan penganggaran,

perencanaar teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian daII

pemeliharaan jalan.

. Pengawasal jalan.

Pengawasai jalal ada.lah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan

tertib pengaturan, pembinaar, darl pembangunan jalan;

Berdasarkal Peraturan Pemerintal RI Nomor 34 Tahun 2006 tentarg
Jalan, dinyatakan penyelenggaraan ja-lan umum diarahkal untuk
pembalgunan jaringan jalan dalam rargka memperkokoh kesatuan

wilayah nasional, sehingga menjangkau daera.h terpencil, dengan demikian

penyelenggaraan jalan dilakukal dengan mengutamakal pembangunan

jaringan jalar di pusat-pusat produksi serta ja]ar-jalan yang

menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaratl.
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Pembi[aan jalan adalah kegiatan penjrusunan pedoman dan standai
teknis, pelayanal, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian
dal pengembalgan jalan. Pelayalal dalam ralgka penyelengga_raan jalal
meliputi kegiatan:

a. Pelayanan kepada masyaratat; dan

b. Pemberial fasilitas penyelesaian sengketa antar
provinsi/kabupaten/kota, atau provinsi/kabupaten/kota dengal pihak
lain.

Pelayanan kepada masyaJakat berupa penyediaal sistem informasi,
penyediaal data dajrl informasi, penerimaan masukar, pelayanan kajian,
pelayanan pengujial, pelayanan peneLitian dan pengembalgal, pemberian

izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbalgal pemanfaatan bagian-

bagian jalan. Salah satu dari sistem informasi adalah bempa penamaan
jalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Jalar dinyatatan bahwa

suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif apabila

memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan ja_lan, status jalan, kelas

jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, leger jalan, dan dokumen

analisa mengenai dampat lingkungan (AMDAI). kger jalan adalah

dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.

Sedangkal yang dimatsud dengan dokumen jalan yaitu dokumen metiput
leger jalan, dokumen aset ja-lan, garnbar terlaksa-na, dan dokumen laik
fungsi ja.lan. Setiap penyelenggara jalal wajib mengadakan leger jalar yalg
meliputi :

a. Pembuatan,
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Pembuatan leger ja_lan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger
jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunar sesuai dengan

yang ditetapkan.

b. Penetapal,

Penetapan leger ja.lan meliputi kegiatan pengesahar leger jalan yarrg

telah disiapkar oleh penyelenggara jalal sesuai kewenangannya.

c. Pemantauar,

Pemantauan leger jalan meLiputi kegiatan pengalnatan, pencatatan,

dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahal yang terjadi
pada ruas jalan yang telai dibuat leger jalan sebelumnya.

d. Pemutakhiran,

Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubai data

dan/atau garnbar leger jalal yang telah ada karena terjadi perubaian.

e. Penyimpalan dan Pemeliharaan,

Penyimpalan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar

leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan

f. Penggantian,

Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan

yang rusak.

g. Penyampaianlnformasi.

Penyampaial informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikal

data leger ja-lan kepada pihak

Irger ja.lan digunakan untuk:

a. pen5.usunan rencana da-n program pembangunan jalan; dan

b. pendataan tefltang sejarah perkembangan suatu ruas ja-lar.

Irger jalan sekurang-kuralgnya memuat data sebagai berikut:

a. Data identitas jalan;
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b. Data jalan;

c. Peta lokasi ruas jalan; dan

d. Data ruang milik ja-lan.

Data identitas jalan meliputi:

o Nomor dal nama ruas jalan;

. Nama peagelal jalat1;

r Titik awal dan akhir serta jurusan jalan;

. Sistem jaringan jalan;

. Fungsi jalan;

. Status jalan; dan

. Kelas jalan.

Data ja.lan meliputi data tekrris yang meliputi :

. Ja-lar;

. Jembatar;

. Terowongar;

. Bangunar pelengkap lain nya:

. Perlengkapan jalan; dan

. Tanah dasar.

Dengan demikian pemerintah kota Surabaya yang berkehenda.k

untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pemberian

Nama Jalan dal Sarana Umum merupatal salah satu pelatsanaan

kewajiban bagi penyelenggara jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Kota Surabaya untuk membuat leger ja1al, khususnya data jalan.
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2.3. Asas-Asas Pembeatuka! Peraturar Peruadaag-Urdarga!
Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan

perundang-undangan yalg masuk dalarn kategori produk hukum
daerah. Dalam memenuhi hat masyaJakat untuk memperoleh manfaat

ilmu pengetaiuan dan teknologi unhlk meningkatkan kualitas hidup

dar] kesejahteraan manusia, ma-ka penyelenggaraar jatan sebagai sa.lah

satu fungsi negara untuk menyediakan sarana da-n prasarala jalal
harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, pemerintah

daerah dan masyarakat. Dengar demikian diperlukal lardasan hukum
yang baik sebagai legitimasi pelaksanaan kebijakan dalam

penyelenggaraan jalal.
Didasari pemikiran perlunya instrumen yang mencegah terjadinya

kerusakan sarana dan prasaiana ja-lan, maka diperlukan peraturan

perundang-undangan yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi

pemerintah untuk melakukan wewenzrng penyelenggaraan jalan serta

pengaturan terhadap masyarakat dalam melakukan pera-n serta untuk
penyediaan sarara dan prasarana jalan.

Menurut Montesquleu terkait dengan peraturan perundang-

undalgar yang menjadi dasar hukum pengaturan, hal penting hams

diperhatikan adalah pembentukan peraturan perlndalg-undaigarl.l
Peraturan perundang-undangan yaJrg baik mempakarr peraturan

perundang-undangan yang pembentukannya didasarkan pada asas-

asas pembentukan peraturar perundang-undangar yang baik. Hal ini

sesuai dengan pendapat Marla Fadda hdtati bahwa asas-asas

pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedomar

' Montesquieu, fte Sp,,,, of Ls$,s,tJnive:.si!y of C^lifomla kess, 1977 ditedemahkan oleh M. Khoinl
Anzna, DatorDa:ot llnu Huku dan llnu Polnik, Ntsanedia, Bandung,2007, h.361.
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atau suatu rambu-rainbu dalam pembentukan peraturan perundarg-

undangan yang baik.2

Asas-asas umum pembentukan peraturan perundalg-undalgan

yarg baik (beginselen uan behoorllke uetgeuing) adalah asas hukum

yang memberikal pedoman dal bimbingal bagi penuangal isi

peraturan ke da-lam bentuk dan susunar yaJlg sesuai, bagi penggunaan

metoda pembentukal yarrg tepat, dan mengikuti proses dan prosedur

pembentukanya ya-ng telah ditentukan.s Berkaitan dengan dengan asas-

asas yarg menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik, Vaa der Vlies telah membagi dalam dua asas,

yakni asas-asas formal darl asas-asas materiil.

Asas-asas yang formil meliputi : het beginselen uan dui.delijke

doektellittg, begh-sel uan juiste orgaan, het noodzqkeLrtheid.s beginsel,

het beginsel uan uituoerbaarheid, let beginset van consensus.

(asas tujuan yang jelas, asas orgEm yang tepat, asas urgensi, asas

kemungkinan pelaksanaan, asas konsensus).

Selanjutnya asas-asas yang materiia-l meliputi : het beginsel duidelijke

tenninologie en dui.del|ke sAstem@tiek, het beginset uan de kenbaarheid,

het rechtsgelijkheidsbeginsel het rechtszekerhei.d., het beginsel uan de

indiuiduele re chtsbe deling.a

'] Mana Fanda Indrati, .1/m u PerundanE-undan4an (Ptases dan Teknik Pedbuatannya), B*rtz,
I(atrisius, 2007, h.226.

rHamid Attamimi, Perundn Keputusan Presiden Inddesio Dolan Penyelenggaruon Penerintah
,Vegrra Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, h. 313. Lihat Yuliaadn, As6-Aso.s Penbentakd
Peratwan Perundag-ukd gan vang Baik Dolan Rangka Pembuaton Undang-UndanE Yang

Berkek nj uton. 2007 , h.22.
\lliat]dn, Asas-Asas Penbentukan Perotur@ Perundang-undangon Yang Baik Dalan Ranako

Penbuatan Undong-Undang vang Berkelonjutdh. 2oo 7, h.22. Lihat van der Vlies l.C. Het Wetsbegr tp en

Begi,Belenvon Behoo.lijke Regelgel,ins, VUGAUitEeveflJ B.V.S-Gravenhagc. Lihat Jusa Linus
Doludjawa (alih Bahasa), Buku Pegangan Peancakg Petuturon Perundang-undn gan, Direkto.at Jendeml

Perannatr Perundang-undangan Departemen Hukun dan Hak Asasi MaNsia RI, Jakarta, 2005, h 258-307.
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(asas terminologi dan sistematika yang jelas, asas kemudahar untuk

diketaiui, asas kesamaan hukum, asas kepastiar hukum, Asas

penerapan-hukum yalg khusus).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangafl, maka pembentukan

peraturan perundalg-undalgan di Indonesia harus didasarkan pada

asas formil dan materiil yang tertuang dalarn Pasal 5 dan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tujuan pembentukan UU

Pembentukan Peraturan Perundang-undangal ini adalah memenuhi

kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undalgan yarrg baik

dapat dilalsanakan. TerhadaP kebutuhan tersebut perlu dibuat

peraturan mengenai pemtrentukan peraturan perundang-undalgan

yalg dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, darr

standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk

peratu ran perundan g-undangan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

bark (begilseten uan behoorlijke uetgeving) menurut Va! der Vlies,

telah banyak mempengarutri rLrmusan sebagai dasar hukum dal
pedoman bagi pemerintah dal pemerintah daerah dalam membentuk

peraturan perundang-undarga-n di lndonesia. Pengaruh penerapan

asas-asas pembentukan peratura-n perundang-undangan yang baik

tercermin dalaln asas-asas yang bersilat formil sebagaimana tertuang

dalam Pasa-l 5 yang meliputis :

5 Penjelasan Undang-Undang Nomr 12 Tahun 201I tentang Pembentukan Peraturan Penmdang-

ud"ngan Pasal 5 dan Pasal 6
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Asas Kejelasa! TtrJuall

Asas kejelasal tujuan mengandung makna balwa setiap

pembentukan peratura-n perundang-undalgar harus mempunyai

tujuan yarrg jelas yang hendak dicapai. Asas tujuan yang jelas

memberikan malma balwa pembentukan peraturar perunda-ng-

undangal harus memiliki tujuan yang jelas. Kejelasar tujuan ini
menurut VaE der V1ies terbagi da]am 3 ti[gkatan, yaitu6 :

1. Kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang atal dibuat;

2. Tujuan tertentu dari peraturan yang akan dibuat;

3. Tujuar dari berbagai bagian da]am peraturan.

Berdasajkan asas tujuan yang jelas tersebut, mata pembentukan

rancarrgan peraturan daerah Kota Surabaya tentang Pemberian

Nama Jalan dan Sarana Umum memiliki tujuar sebagai berikut :

) Melindungi partisipasi masyarakat dalarn penyelenggaraan

ja-lafl, khususnya dalam menyediaan sarana dan praszrrana

j"lul;
> Menjamin pelayanar yang baik dalam penyelenggaraan jalan di

Kota Surabaya;

> Menjadi acuan bagi pemeriotah kota Surabaya da-lam

menyusun regulasi untuk penyelenggaraan jalan di Kota

Surabaya.

b. Asas Kelembagaa! atau Pejabat Pembertuk yalg TePat

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

mengandung ma-kna bahwa setiap jenis peraturan perundang-

6 LC. van der Vlies, gd, dboeL Wetgeving, alih bahasa Linus Dolujawa, Buku Pegangan Perancang

Peraturun Perundang-undargda Depanemetr Hukum dan I{AM RI, 2005, h. 258
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undangan hajus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat

pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenalg.

Peraturar perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau

batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat

yang tidak berwenalg. Berdasarkan asas kelembagaal, maka

penJ rsunan naskah akademik rEmcangan Perda tentang Pemberian

Nama Jalan dan SaJaia Umum oleh Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruarrg Kota Surabaya

yang memiliki tugas dalr wewenang melakukan penyelenggaraan

jalan di Kota Surabaya.

c. A6as Kesesuaia!. Artara Jeris, Hlerarki da! Materl Muata!

Asas kesesuaial antara jerris, hierarki dall materi muatan

mengandung matna bahwa dalam pembentukan peraturan

perundalg-undangan harus benar-benar memperhatikan materi

muatan yang tepat seduai dengar jeris dan hierarki peraturan

perundang-undalgan. Terkait dengan asas kesesuajan antara jenis.

hierarki darr materi muatan, maka pengaturan penamaan jalan darl

tempat umum memuat norma perilaku bagr penyelenggara jalan

yalg melakukal penyelenggaraarL jalan berupa pembangunan ja.lan

beserta data jalan agar sesuai dengan kriteria yang telal diatur

dalam peraturan perundang-undangal.

Sesuai dengal ketentuan dalarn Lampiran UU Nomor 12 Tahun

2011, maka produk hukum yang dapat memuat ketentuan pidana,

hanya Undarg-Undarg dan Peraturan Daerah, hal ini dikarenal<an

kedua peraturan ini yarg mendapat persetujuan wakil rakyat,

sehingga dapat mengurangi hal< ralg/at
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d. AsaE Dapat Dilataaaaka!
Asas dapat dila-ksanakan mengandung makna bahwa setiap

pembentukan peraturan harus memperhitungkan efektiljtas

Peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik secara fllosohs,

sosiologis maupun 1-uridis. Berdasarkan asas dapat dilaksanakan,

maka pembentukan naskah akademik dan rancangan peraturan

daera-h Kota Surabaya tentang Pemberian Nama Ja.lan dan Sarana

Umum dilakukal melalui diskusi secara mendalam oleh Dinas

Perumahal Rakyat dan Kawasan Permukima;r, Cipta Karya dan

Tata Ruang, dimala dalam pelaksanaa! tahapal ini dilakukan

dengar melibatkal stake holder d.arL bertujual untuk mendapatkan

secara rinci fakta dajrl permasalahal hukum guna sebagai dasar

analasis untuk mencari solusi yang diharapkar dapat

menyelesaikan masalai. Dengan melalui tahapar ini, maka

pembentukan peraturan daeral yalg akal disusun dapat

dila-ksanatan oleh semua pihak dal menyelesaikal permasalahal

Iingkungan hidup yang ada di Surabaya.

Asas Kedayagunaan datr Kehasllgulaaa

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaal mengaldung malna

bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat kaJena

memang benar benar dibutuhkan dan bermanlaat dalam mengatur

kehidupan bermasyarakat, berbalgsa, dall bernegara. Dalam

memenuhi asas kedayagunaal dan kehasilgunaal ini, maka

penjmsunan rancangan perda ini harls melibatkal dan

mengakomodir kepentingan semua stake holder, agaj semua pihak

merasa ikut merasa memiliki (sen'se of belongin@ dan membuat
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regulasi tersebut, sehingga hal ini berPengaruh terhadap

pelaksanaan rancangan peraturan daera.h tersebut.

Asa6 Kejelasa! RuEusatl

Asas kejelasan r-umuszLn mengandung makna bahwa setiap

peraturan perundang-undangal harus memenuhi persyaratan

tekrris penyusunan peraturar pemndalg-undangan, sistematika,

pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas darr mudah

dimengerli sehingga tidak menimbulkan berbagai macEun

interpretasi dalam pelaksanaalnya.

g. Asas Keterbutaau

Asas keterbukaan mengandung makna bahwa dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari

perencanaan, pen]^rsunanr pembahasan, pengesahan atau

penetapan, darr pengundalgan bersifat transparan dan terbuka.

Dengal demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan yalg seluas-luasnya untuk memberikal masukan

dalam pembentukan peraturan perundang-undalgal.

Pengaruh asas-asas pembentukan peraturan perundalg-

undangan yang baik dalam UU Pembentukar:r Peraturan Perundang-

undangan tercermin dalam asas-asas yang bersifat materiil

sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) UU pembentukan

peraturan perundang-undalgan yaIlg metputi :

a. Asas pengayoman;
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b.

c.

d.

e.

Asas pengayoman mengandung makna bahwa setiap materi muatan

peraturan perundarg-undangan harus berfungsi memberikan

perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyaratat.

Asas kemanusiaar;

Asas kemanusiaan mengaJldung makna bahwa setiap materi

muatan peraturar perundang-undangan harus mencerminkan

perlindungan dan penghormatan hat asasi manusia serta hatkat

dan martabat setiap warga negara daII penduduk Indonesia secaJa

proporsional.

Asas kebalgsaan;

Asas kebangsaan mengandung makna bahwa setiap materi muatan

peraturan perundang-undangan hams mencerminkar sifat dan

watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga

prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

Asas kekeluargaan;

Asas kekeluargaan mengandung makna bahwa setiap materi

muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan

musyawarah untuk mencapai mufatat da-lam setiaP Pengambilan

keputusan.

Asas kenusantaraan;

Asas lenusantaraan mengandung matna bahwa setiap materi

muatan peraturan perundang-undalgan senantiasa memperhatikan

kepentingan seluruh wilayal. lndonesia dan materi muatan

peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah mempakan

bagiari system hukum nasional yalg berdasarkal Pancasila dal
UUD Negara RI Tahun 1945.
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h.

Asas Bhinneka TUnggal Ika;

Asas Bhineka Trrnggal Ika mengaldung mal<na bahwa materi

muatan peraturan pemndang-undangan harus memperhatikan

keragamar penduduk, agana, suku dan golongan, kondisi khusus

daera-h serta budaya dalam kehidupan bermasyara-kat, berbangsa

dan bemegara.

Asas keadilal;

Asas keadilan mengandung makna bahwa setiap materi muatan

peraturar perundang-undangan harus mencerminkan keadilan

secara proporsional bagi setiap warga negara

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dajrl pemerintahan;

Asas kesarnaal kedudukal dalam hukum dal pemerintahal

mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku,

ras, golongar, gender, atau status sosial.

Asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Asas ketertiban dan kepastian hukum mengandung makna bahwa

setiap materi muatan peraturarr perundalg-undangan harus

mewujudkal ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan

kepastian hukum.

Asas keseimbangan, keserasial dal keselarasal

Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasal mengaldung

makna bahwa setiap materi muatan peratural perundang-

undangan harus mencerminkan keseimbangan, individu,

masyarakat darr kepentingal bangsa dan Negara.

J.

1.
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2.4. Yaiia.e, EEpiris Penamaan JaIa! datl Tetrpat UEum di Kota
Surabaya

Di Surabaya penarnaal jalan sudah diatur dalarn beberapa peraturar

daerah, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja Nomor 22 Tahun 195;

2. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja Nomor 55 Tahun 1955;

3. Peraturan daerah Kotamadya DaeraI Tingkat II Surabaya Nomor 2

Tahun 1975

Dengal adanya perubahal perkembangan kota, kondisi sosia-l masyar:akat

dan peraturan perundalg-undangan, maka penarnaan ja.lan sampai saat

ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan periodisasinya,

kecenderungan penaruan ja-lan da-n pola yang berkembalg di Kota

Surabaya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :7

1. Peoarnaan pada masa pra kemerdekaar;

Penamaan jalan pada masa pra kemerdekaan dibagi dalam 3 periode,

yaitu :

a. Periode pra Gemeente Surabaya (1706-1905);

b. Periode pemerintahan Gemeente (1906 -1941);

c. Periode pendudukar Jepang (1942 - 1945).

Secara keseluruhal kecenderungal penamaan jalal dal pola yang

berkembang pada masa prasejaral adalah sebagai berikut :

a. Upaya membedaLas dialtara nama jalan, urtuL praaaraaa Jalatr

ya[g dilamaka! dergaD Ee!'gguraka-n istilah/Dama dalaE

bahasa Belanda, misa-lnya Toendjoengan, Oendaal, Krembargal,

Dapoean, dsb. Untuk prasaJa-na jalan yarlg dikembaagkan oleh

? Benny Poerbantanoe, Ks cenderungdn Pendnaan Jdldn di Kota odya Doeruh Tin*kat ll Surobaya,

Dimensi Teknik Arsitektur, Vol27, No. 1,Juli1998,h.8 19.
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b.

Belanda, baru diberi nama dengan warna Belalda. Sebagai contoh :

penambahan af<l1iJarl strq@t, ung, Laan, bouleuard. dal] gang.

Termasuk juga dimanfaatkannya istilah-istilah Belarda; seperli

ka.de, steeg, ptein, park, dan sebagainya. Selajn itu terdaPat puLa

pemakaian nama mata angin sebagai bagial dari penamaan jalan

loka-l atau nama kampung, seperti; Oendaan Koelon dan Oendaan

wetan, Genteng Bandaral l,or, da-n sebagainya. yang juga dipakai

pemerintah Kolonial Belanda untuk penzunaan jalan yang

dibangunnya, misalnya : Noorderparkstraat (Jl. Pati Unus),

WesterbuiteruDeg (J1. Indrapura), dan sebagainya. Upaya ini dapat

disimpulkan sebagai erat kaitannya dengan usaha memperhatikan

sejarah darl ciri kota.

Upaya EeagkaitkaD peDaEaatl jalaa deugaa alrtivltas yarg

berkembaEg dl seputar jala! ttu, seperti misalnya I HandeLstraat

(Jl. Kembang Jepun), dimana terdapat sentra perdagangal pada

ja]ajx tersebut. Societettstr@at (Jl. Veteran), dimara terdaPat gedung

Societeit Concord.ia yang merupalan klub orang Belalda. Upaya ini

dapat disimpulkal erat hubungannya dengar usaha

memperhatikal ciri kota (tetenger).

Upaya lnergkaitkaa peaamaa.a Jatan dergatl fasilitas yatrg

berdtrt di sisi kaaaa kiri jala!, seperti misalnya i Bankstr@at (Jl.

Penjara), dimana terdapat fasilitas bank pada jalan tersebut. Dan

H.B.S.-straat (JI. wijaya Kusuma), dimana terdapat sekolah H.B.S

pada jalan tersebut. Upaya ini dapat disimpulkan erat hubungannya

dengal usaha memperhatikal arsitektur kota.

Upaya toergelomPokkal !,ama iala! yarg erat dlkaitkan deagaa

retayasa nemberikan ciri Pada bagiaD-bagian kota. Rekayasa

c.

d.
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yang dilakukan dapat distnpulkan sebagai usaha membargun

orientasi bagi masyaJakat umum di dalam ruang kota.

Pengelompokal ini juga termasuk mengelompokka:n etnis-etnis arab

dal cina pada daerah khusus untuk mereka, yaitu di bagian Timur

Kalimas. Upaya diatas dapat disimpulkan sebagai erat

hubungannya dengan aspek plalologis kota.

e. Upaya mengelompokaafl lama jalat dengan EeDgkaltka!

peDatraalrnya dengaD aktivltas suatu tawasan. Upaya ini

dilakukan pada kawasan pelabuhan Tanjung Perat yakni dengan

memberikan inisial nama jalannya dengan memakai narnanarna

pelabuhan dagalg lokal darr dunia, misa.lnya: Pottsaidt/,e9,

Colombou,eg, Benoastra.ot, Marseillestr@at, Gibraltarstrdat,

Li.ssabonstraat, SchueningerLstraat, End"ehkq.de, Holland.pier. Upaya

ini dapat disimpulkan erat kaitannya dengan pemikiran yang

memperhatikan aspek plalologis.

Upaya raeDuujulla! lrlas jalaa. Upaya ini dilakukal dengan

memberikan a.khiran kata yarg menunjukkan klas jalal serta lebar

kaveling pada sisi kanal-kirinya, untuk setiap pemberian nama

jalan. Misalnya untuk jalal dengan akhiran bouleuard, maka

kaveling pembagi di karrarl kiri jalan tersebut mempunyai lebar 20

meter, dan sebagainya. Upaya ini dapat disimpulkan erat dengan

pemikiran yang memperhatikan aspek planologis dan arsitektur

kota.

Upaya melgabadikar lama-DaEa tokoh Belatlda Upaya ini

dilakukan dengan mengabadikan beberapa narna-narna tokoh

Belanda sebagai penghormatan pada saat itu, seperti misalnya:

Julianaboul.evard (Jl. Kombes. Pot. Duryat), Daendelsstraat Ul.

c.
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Imam Bonjol), Coenboulevard (Jl. Raya Dr. Sutomo).

Pola pengabadian ini positf dalarn konteks masa penjajahan Belanda,

yang perlu dipertimbangkan kembali pada masa kini. Kecenderungan

penarnaan jalan dan pola yalg berkembang tersebut, mempakan

sisisisi positif pada masa prasejarah yang dapat dicatat sebagai potensi

yang dapat dikembangkan dal ditingkatkal. Sedalgkal sisi-sisi negatif

pada masa tersebut antara lain:

. Upaya mengelompokkan berdasarkar ras (etnis) Upaya ini tidak

relevan lagi untuk diterapkan pada masa kini karena dapat

melahirkar friksi atau perasaan SARA.

. Upaya pengelompokan berdasarkan klas jalal dapat mengakibatkan

timbulnya efek samping yaitu mendorong terjadinya kesenjangan

sosial

2. Peramaaa pada masa heoerdekaau

Penanaan jalal pada masa kemerdekaan secara garis besar dapat

dibagi dalam 5 (lima) periode :

a. Periode agresi militer Belanda I dan II (19a5 - 1950);

b. Periode Pemerinta-han Daerah Kota Besar Surabaya (1950-1959);

c. Periode Pemerintahan Kota Praja Surabaya (1960 - 1963);

d. Periode Pemerintalan Kotamadya Surabaya 11964 - 19731;

e. Periode Pemerintahan Kotamadya Dati II Surabaya (1974 - sekarang)

Secara keseluruhan, penamaan jalan pada masa kemerdekaan

mengalami perkembalgan sebagai berikut :

a. Upaya Nasiolalisasl Peng-"Ildotresia'-aa Lata-kata yang berbau

asilg (Ahusu8ttya Belaldal, termasuk menghilalgkal kata-kata
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a-khiran seperti ; boulevard, laan, weg, stracrt, gong, dll. Sebagai

contoh ; Reinierszbouleuard menjadi JI. Raya Diponegoro, y@n

Hogendorplann menjadi Jl. R.A. Kartini, Sen)niueg menjadi Jl.

Sel1)ni, Bongka.straol, menjadi Jl. BaI,gka, G@19 Kepatian rner.jadi Jl.

Kepatihan;

b. Iltegrasi diantara upaya ; nasionalisasi, pengabadiar nama

pahlawar dan pengelompokan. Sebagai contoh ; Coenboulevard

menjadi Jl. Raya Dr. Sutomo, Daendelsstraat menjadi Jl. Imam

Bonjol, Bothstraat menjadi Jl. Dr. Wahidin, valr Hogendorplaan

menjadi Jl. R.A.Kartini. Secara keseluruhan nama-narra tersebut di

atas terkelompok menjadi satu di bagian kawasal Darmo. Rekayasa

ini dapat disimpulkan sebagai upaya positif yaIrg memperhatikan

aspek planologis dan sejarah perjuangan bangsa.

c. Iltegrasi aDtara peEgabadia! lama pahlawar da!
pengelompoka!, sebagai contoh : Pengabadian narna-narna

pahlawan yang gugur di medan jualg, pada suatu kawasan

(kompleks) dan pemukimar angkatan bersenjata ; Jl. ktkol. Laut. R.

Abdul Lat4 Jl. Mayor Laut Wiratno, Jl. Lt. Laut Malikus Sampurno,

Jl. Kelasi Sarn Lan&iu, dll. Nama-nama tersebut diatas terkelompok

menjadi satu di kawasan pemukiman Angkatan Laut Kenjeran

Surabaya. Rekayasa ini dapat disimpulkal sebagai upaya positif yalrg

memperhatikan aspek planologis darr aspek sejarah, perjualgan

bangsa.

d. Iategrasl detrga! meagembaDgkaE upaya Eelestarlka.u tlama

lo&al yaag dtAattkan delrgalr peDambaha! kata ; athiran dan mata

angin serta nomor jalan. Sebagai contoh: Jl. Raya (Kupang) Indah, Jl.

(Kupang) Indah Barat, Jl. (Kupang) Tama Timur ....., dll. Kata awal;

31



Kupang adalah menunjukkan narna (inisial) asli kawasan. Rekayasa

ini dapat disimpulkan sebagai upaya positif untuk menunjukkal

te.itorial tertentu (tetenger) dari suatu kawasan kota (aspek

plalologis dan aspek sejarah Perkembangal kota).

e. I!.tegrasi deagan upaya pengelompolan berdasarkan aktivitas

denga! mele6tarikatl Dama lokal serta Pemberian tloEer jala!.

Sebagai contoh ; Jt. Raya Rungkut Industri, Jl. Rungkut Industri I,

dll. Rekayasa ini dapat disimpulkal sebagai uPaya positif untuk

menunjukkar territorial tertentu (tetenger) dengar aktivitas yang

berkembang pada suatu bagian kota (aspek sejarah, aspek planologis

dan aspek ciri/ arsitektur kota).

f. Upaya pelatoaaD yatrg dikaitka[ dengaD adalya suatu fasiHtas

tertertu, contoh : Jl. Yos Sudarso. Rekayasa ini dapat disimpulkan

sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa di jalar tersebut terdapat

suatu fasilitas, yaitu ; rumah dinas kediaman Panglima Armada

Timur (aspek arsitektur kota), Tarnan Kusuma Bangsa

(Cannal-aanpark) pada JI. Kusuma Barlgsa (Canftctla4ll). Inisial narna

jalan ini untuk menunjukkan bahwa pada jalan tersebut (J1. Kusuma

Bargsa) terdapat Taman Makam Pahlawal (TMP) yang meruPakan

tempat penghormatan bagi mereka gugur sebagai bunga bangsa

(Tarnan Kusuma Bangsa).

g. Upaya peagelompokan lama jala! yatrg dlhtegrasika[ de8gall

keberadaaa auatu fasilltas, yaitu pada kawasan pelabuhan Tanjung

Perat dengan mengambil nzrma-nama yalg berhubungan dengal

kelautal/maritim yaitu : Nama Ikan, misalnya : Ikan Gurarni, Ikan

Sepat, Cumi-cumi, lkan Mungsing, IkaI Lumba-lumba, dsb. Nama

Teluk, misalnya : Teluk Tomini, Teluk Nibung, Teluk Amurang, dsb.
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Nama Tanjung, misalnya : Tanjung Sadari, Taljung Torawitan, dsb.

Rekayasa ini dapat disimpulkan sebagai upaya positif untuk

menunjukkan territorial tertentu (tetenger) dengan aktivitas yang

berkembang pada suatu bagian kota (aspek planologis dan aspek

ciri/ arsitektur kota).

h,Irtegrasi diantara upaya peagabadiau llaEa pahlawatl, orgaoisasi

perjuaDga! detrgan tempat kejadia!. Sebagai contoh: JI. BKR

Pelajar (baru) untuk Jl. Jimerto (lama), Jl. BKR Pelajar - upaya

menunjukkan bahwa di seputar kawasan itu pernah berlalgsung

kontak senjata artara pejuang-pejuang '45 dengan tentara Ing8ris

yang bermarkas di kompleks H.B.S. (SMA Wijaya Kusuma), JI. Mas

TRIP (baru) untuk Jl. Gunungsari (lama), Jl. Mas TRIP. Upaya

menunjukkal bahwa Jl. Gunungsari adalah salai satu route

peduangan TRIP Jawa Timur.

Rekayasa ini terkait dengan upaya untuk menunjukkan bahwa di

tempat tersebut pernah terjadi peristiwa bersejarah (aspek perjualgan

bangsa). Kecenderungan penamaan ja.lar dart pola yang berkembang

tersebut, merupakan sisi-sisi positif pada masa kemerdekaal yang

dapat dicatat sebagai potensi yang dapat dikembargkan dan

ditingkatkan. Sedangkal sisi-sisi negatif pada masa tersebut antaJa

lain :

a. Nasionalisasi yarg lengkap,

b. Pengabadian nama pahlawal/orgalisai perjuangan balgsa yang

belum konsisten,

c. Ketidakjelasal dall ketidakpastial penggunaan kata awalan "RAYA",

d. Penggantial nama ja-lan yang dapat mengaburkan identitas

pengelompokan.
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e.

. Pembedaan identitas kota lama darl baru bukan harya

memperhatikan segi kepahlawanar dan perjuangan bangsa

secara terpilah-pilah tetapi perlu juga melihat sejarah darl ciri-ciri

(bagiarl-bagiarl wilayah) kota secara komprehensif (aspek

planologis, sejarah perkembargan kota dajr ciri/arsitektur kota).

. Pengelompokan yaig tidak jelas. Kedekatan nama jalan seperti ;

Jl. J.A Suprapto, Jl. Yos Sudarso, JI. Basuki Rahmat, Jl.

Parglima Sudirmal, Jl. Gubemur Surjo, Jl. Kombes. Pol. Duryat

yang periode perjuargal dan pengabdialnya berbeda,

menunjukkan bahwa belum konsistennya pemikiral

pengelompokan (aspek planologis dan ciri-ciri kota/kawasan).

Penamaan jalan baru yarlg mengabaikan identtas pengelompokan.

Dijumpai pemanfaatan suatu nama untuk kepentingarr bisnis yang

dapat mengaburkan orientasi publik. Seperti misalnya ; penggunaan

inisial Darmo (kota lama) untuk kata awalal pada kawasan

perluasal kota (JI. Darmo Permai, Jl. Damo Harapan, Jl. Darmo

Indah, darr lainJain). Ha-t ini dapat disimpulkan sebagai suatu

rekayasa ya-ng belum berpikir secaJa planologis dan ciri-ciri khas

kota.

Penamaan jalal baru yang belum konsisten pada identitas

pengelompokan. Pencantuman al<hiran kata dengan memanfaatkan

inisial mata angin adalah suatu yang positif dalam pengelompokan

sekaligus memberi orientasi bagi publik. Namun dijumpai adanya

pember-ian inisial mata angin yarg tidak lengkap seperti misalnya di

kawasan Ga].ungan. Di kawasan ini yang ada hanya Jl. Gaj.ungsari

BaJat, GaJrungsari Timur, Utara, dan sebagainya tidak ditemukal di

kawasal ini.
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g. Penamaan jalan baru (informal) yang belum dikoordinasi.

Penggunaar sebuah nama untuk sebutan lebih dari satu jalar juga

dapat dijumpai di Surabaya. Hal ini teladi karena percepatan

perkembangan kota yang pesat, sehingga banya-k tumbuh

pemukiman informal. Penamaan ja]arr secara informal pada

pemukimal barr adalal suatu gejala nyata yang tida-k

mempertimbangkal aspek planologis serta masih lepas dari

koordinasi formal Kondisi ini dapat mengacaukal pengelompokan

yang sudah ada dan berlaku, misalnya ; Jl. Nanas, digunakan di

kawasal Tambatsari dal Siwalankerto. Jl. Anggrek, diguna-kan di

kawasan Kusuma Bangsa dan Siwalankerto, Jl. Tengger, digunakan

di kawasan Sawahar da-n Perumnas Tengger. Nama jalan kembar

karena sudah ada sebelumnya. Perkembangan dan pengembangal

kota Surabaya meluas sampai ke bagian pinggiran wilayah kota.

Dibagian pinggiran wilayah kota, terdapat beberapa nama desa yarrg

mempunyai kesarnaal dengal beberapa kawsan di pusat kota.

Nama-nama itu ternyata juga berkembalg menjadi nama ja-lan.

Kesamaan narna-nama itu seperti misalnya; inisial wonorejo antara

lain digunakal sebagai nama jalan pada : seputal kawasan Pasar

Kembang, seputar kawasan Rungkut Medokal Alru danseputar

kawasan Tandes-Benowo.

h. Rea.lisasi yang belum terlaksana pada Perda yang menyangkut

penggantian nama jalar, seperti misalnya PERDA Nomor

l4lDPRDlKepllg7g yang mengatur perubahal nama jalal pada

kompleks perumahan real estat PT. Dajmo Permai yang telah dirubah

menjadi Jl. Kupang Tama, tetapi hingga kini belum terlaksana dan

tersosia.lisasi. Sisi negatif pada bagian ini hendatnya tidal<
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diinterpretasikal sebagai sebuah kesalahal. Sisi negatif pada

penamaEm jalan, perlu dilihat sebagai suatu (kekurangkritisar"

yang dapat dimungkinkal karena pendekatan yang masih terpilah,

belum lengkapnya fakta-fakta yalg perlu dipertimbangkan, serta

pertimbangan dinamika kota dan waktu.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATI'RAI{ PERUNDANG-UNDA.IIGAN

TERI(AIT

Berdasarkan substansi rancEmgar peraturan daerah tentang

Penamaan Jalarl dan Tempat Umum dan prosedur pembentukan peraturan

Perundang-undangal, maka evaluasi darl alalisis Peraturan pemndarrg-

undalgan ya.rlg terkait dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

3.1. Peratura.tr Perurldarg-u[da[gaa <li Bidaag Pe[yelerggaraajl JaIa!
1. Uadaag-Uadalg lIomor 38 Tahu! 2OO4 tertaEg Jalaa

Ja]arr adalah prasarana transportasi darat yarg meliputi segala

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tala}l, di

atas permukaar tanah, di bawah permukaal tanah dan/atau air, serta

di atas permukaan air, kecua.li jalan kereta api, jalan lori, dar jalarr

kabel. Penyelenggaraal jalan adalah kegiatal yang meliputi

pengaturan, pembinaan, pembalgunal, dan pengawasan jalan.

Berdasarkan Pasa.l 13 UU tentang Jalan, pemerintah Kota Surabaya

merupakal salah satu dari penyelenggara jalan yang memiliki

kewenangan untuk melakukan pengaturan, pembinaal, pembangunal,

dan pengawasan jalaIr sesuai dengal kewenalgalnya.

Dalam Pasal 16 ayat (2) mencantumkan bahwa Wewenang

pemerintah kota dalam penyelenggaraa! j"l.tt meliputi

penyelenggaraan jatan kota, dimana kewenangan tersebut meliputi

pengaturan, pembinaan, pembangunal, dan pengawasan.
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2. U[darg-Urdatlg l[omor 23 Tahua 2014 te!.taag Pemeriltaha!
Daerah

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahulf 2Ol4

tentang pemerintah Daerah, maka Undalg-Undang Nomor 32 Tahun

2OO4 ter.talfg Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan tidat< berlaku.

Berdasarkan Pasal 9 dinyatakan bahwa Urusan pemerintahan dibagi

dalam 3 bentuk, yaitu : urusan pemerintahan absolut, urusan

pemerintaian konkuren, dal urusal pemerintahan umum. Urusar
pemerintahar absolut merupakan urusan pemerintaian yang

sepenuhnya menjadi kewenalgan pemerintai usat, yaitu urusan politik

luar negeri, pertahanan, keamanan, )rustisi, moneter dan liska.lnasional

dal agama. Sedangkan urusan konkuren merupakan urusan
pemerintahan yang menjadi dasar adanya otonomi daerah, karena

urusan konkuren irri akan membagi urusan pemerintaian menjadi

urusan pemerintah, urusan pemerintah provinsi dan urusar:

pemerintah kabupaten/kota, dimala rincian pembagian ini tercantum

dalam lampirar UU Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam urusai konkuren yang dibagi menjadi urusan wajib dan

urusan pilihan, dimana urusan pemerintahan wajib ini dibagr lagi

menjadi urusan yarg berkaitan dengal pelayanan dasar dall urusal
yang tida-k berkaital dengal umsan wajib. Berdasarkal Pasal 12 ayat

(1) pekerjaan umum dan penataan marrg mempakan salah satu urusan
pemerintahan konkuren yang bersifat urusan \irajib yarg berkaitar
dengan pelayalan dasar. Dengan demikial ada kewajibal bagi

pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintal kabupaten/kota

untuk melakukan berbagai tindak pemerintahan dan kebijala-n untuk
melakukan penyelenggaraan peke{aan umum yang berkaitan dengal
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penataan ruang. Penamaan jalan pada hakekatnya adalah bagiar
pembanguna-n arsitektur-kota dan pembentukar identitas (jati diri)
sebagai titik orientasi (tetenger) yang mempunyai daya hidup dan
mampu dikenal sepanjang perubahar jarnan, serta mengatar dari dan
pada stmktur sosial, ekonomi, budaya masyaJakat dan kota.

3. Peratura! PeEerittah NoEor 34 Tahur 2006 teatarg JaIa!
Penamaan jalan dalam Peraturan Pemerintal Nomor 34 Tahun

2006 tentang Ja-lan mempakan salah satu tindakan pemerintah untuk
memberikal data identitas jalan yang merupalan salah satu muatan

dari leger jalan, dimana setiap penyelenggara ja-lan memiliki kewajiban

untuk membuat leger ja-lan. Leger jatan digunakan untuk:
a. pen5rusunan rencana dan program pembalgunan jalan; dal
b. pendataan tentalg sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

Dengan demikian pemberian nama ja_lan merupakal salaI satu

kewajibai bagi penyelenggara jalan untuk membentuk identitas 0ati
diri) sebagai titik orientasi (tetenger) yang mempunyai daya hidup dar
mampu dikenal separjang perubahal jaman, serta mengakar dari dan

pada struktur sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan kota.
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BAB - IV
rllNDAsAN FILOSOTIS, SOSTOLOGTS DAN yURrDrS

4.1. UTITDASAN TILOSOFIS

Berbicara tentang dasar/landasan filosofis suatu peraturzrn

perundang-undangan, pada prinsipnya terdapat dua paldangal.

Pandalgal pertama menyatakan bahwa laldasan frlosofis ada-lah lardasan
yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negaJa, yaitu nilai-nilai (cita

hukum) yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan pandangan yang

kedua menyatakan bahwa landasal filosofis adalah pandangan atau ide

pokok yalg melandasi seluruh isi peratural perundang-undangan.

Menurut Pembukaan UUD 1945 alinea IV, tujuan terbentuknya

Negara Indonesia antara lain adalah dalarn ralgka mensejahterakal

ralryat. Ukuran kesejahteraan arrtara lain dapat diukur dari kecukupan

kebutuhan m€rnusia, yang meliputi altara lain: sarrdarlg, pangan, dan

papal. Dalam memenuhi kebutuhal parrgan hal paling penting bagi

kebutuhan manusia adalah penyediaan air yang tercukupi. Di sisi lain

sesuai dengan UUD Nega-ra Republik Tahun 1945 Pasal 28 H,

mencantumkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh lingkungan

yang baik darl sehat, atas dasar ketentuan ini, mal<a pemberian oajna jalan

dan tempat umum yang dilakukan oleh penyelenggara jala-n untuk untuk

membentuk identitas (jati diri) sebagai titik orientasi (tetenger) yang

mempunyai daya hidup dal mampu dikenal sepanjang perubahan jaman,

serta mengakar dari dal pada struktur sosial, ekonomi, budaya

masyarakat dan kota.

Secara fllosohs, negaja sebagai pemegang mandat dari rakyat

bertanggungjawab untuk menyelengaratal pelayalar publik, sebagai
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usaha pemeouhan hak-hak dasar ralgrat. Dalarn hal ir}i, posisi negar:a

ada-lah sebagai pelayan masyfiakat (Ttubtic sentice) dari pengguna

layanan. Sementara rakyat memiliki hal< atas pelayanan publik dari
negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara,

seperti membayar pajak atau punggutan lainnya (langsung maupun

tidak largsung) dan terlibat dalarn parlisipasi penyelenggaraal

pelayanan publik.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan

menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan
negaJa adalah untuk meningkatka:r kesejahteraan ra]<yat sebagaimana

tercartum da.lam Pembukaal Undang-Undang Dasar 1945. Seiring

dengan tugas negar:a sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dan
Pemerintal Daerah menyediakal sarana dan prasar€rna yang memadai

di bida-ng transportasi sebagai unsur penting dalarn pengembangan

kehidupal berbangsa dal bemegata, dalam pembinaal persatuan dan

kesatuan balgsa, wilayah negara dan fungsi negara. Fungsi negara

sebagaimana dijabarkan tersebut dipertegas oleh pendapat W.

Friedmann yang membagi fungsi negara ke dalam dua tipe, yakni :

1. Fungsi negara sebagai penyedia Qrouider), fungsi ini dikaitan dengar

konsep kesejahteraal social (welfare state). Negara bertanggung
jawab menyediakal sarana dal prasarana untuk pemenuhan

kebutuhan pokok masyara-kat dalam ralgka menjamin standar

kehidupan bagi semua orang, da-lam hal ini menyediakan sarana

untuk terpenuhinya kebutuhan ketersediaal saraia dan prasarana

ja-lal yang berkualitas bagi masyarakat Kota Surabaya;

2. Fungsi negara sebagai pengatur (regukttot), fungsi negara sebagai

pembuat peraturar menggunatan berbagai tingkat kontrol, terutama
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kekuatan uotuk mengatur penataan terhadap penyelengga:.aal darr
pemanfaatan jalan agal dapat dimanfaatka-n secara berkelanjutan
(sustainable) oleh masyaratat dan generasi yang atan datang;

3. Fungsi Negara sebagai pengusaha (Enterprenuer), fungsi Negara

sebagai pengusaha berkaital dengan promosi daerah atas kekayaal
alam yalg ada untuk dimanlaatkar sebagai sumber pembangunan

melalui upaya investasi ke wilayah surabaya agar dapat
meoingkatkan kesejahteraal masyaral€t Surabaya. Upaya promosi

daerah untuk mengembalgkar investasi ke wilayah Surabaya tetap
juga memperhatikan fungsi Negara sebagai regulator, dimala
meningkatnya investor ke Kota Surabaya dipengaruhi oleh

ketersediaan sarana dan prasarana jalan yang baik,

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi dan bagial
dari sistem trarsportasi nasional mempunyai perarran penting temtama
dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungar
darr dikembalgkal melalui pendekatan pengembalgan wilayai agar

tercapai keseimbalgal dan pemerataan pembangunan anta_r daerah,

membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan
perta-hanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruaIIg
dalam ralgka mewujudkan sasaran pembangunal nasional.

Berkenaar dengan ha1 tersebut Pemerintah Kota Surabaya

sebagaimana tertuang dalarn Undang-Undang Nomor 38 Taleun 2004

tentang Jalan memiliki kewenangal untuk melakukan penyelenggaraan

jalan yang meliputi pengaturan, pembinaaan, pembalgunal darr

pengawasan jalan. Dalam upaya melakukan penyelenggaraal jalal,
pemerintah Kota Surabaya memiliki kewenangan untuk menetapkan

kebijatan dalarn penamaan jalan, agar identitas kota dapat terjaga
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sebagai berikut :

. Sebelah Utara

. Sebelah Timur

. Sebelah Selatan

. Sebelah Barat

sesuai dengar sejarah, kondisi, dal budaya masyarakat Jawa Timur,

khususnya Kota Surabaya.

4.2. L,IIITDASANSOSIOLOGIS

Secara geogralis Kota Surabaya terletak pada 70 21'Lintang Selatal
dan 1120 36' - 1l2o 54' Bujur Timur dengan batas-batas administrasi

Selat Madur

Selat Madura

Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Gresik.

Kota Surabaya memiliki luas wilayah kurang lebih 326,36 K:rL2 yang

terbagi atas 5 wilayah pembantuan Walikota, yaitu : Surabaya Selatan,

Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Barat dan Surabaya Pusat

yalrg terdiri 31 Kecamatan dengal 163 Keluralan. Topografi regional Kota

Surabaya memiliki ketinggian tanal sekitar 0 - 30 m di atas permukaan

laut dan di bagian daerah pantai memiliki ketinggian 1 - 3 m di atas

permukaan laut dan sebagaian lagi lehi rendai dari permukaal laut.

Secara keseluruah ketinggial daerah Kota Surabay terbagi da.lam 2 , yaitu:

. Ketinggian lebih dari 20 meter sekitar 12,76 o/. di wrlayah Karang Pilang

. Ketinggian O - 10 sekitar 80,7yo di wilayal Timur, Utara, Selatan dan

Pusat;

. Ketinggial 10 - 20 m sekitar 12,53% di wilayal Barat dan Selatan.

Berdasarkan topografi Kota Surabaya 80% wilayah Surabaya

merupakan datarar rendah dengan ketinggian 3 6 meter diatas

permukaan air laut. Adapun kecuali di wilaya1l bagial selatan dengan

ketinggian 25 - 5O meter diatas permukaan air laut, tepatnya di daerah
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Lidah (Kecamatal Lakarsantri) darr Gayrngan. Berdasarkal Rencana Tata

Rualg dan Wilayah Kota Surabaya, strukur serta pemanfaatan ruang Kota

Surabaya terdiri atas ruarlg darat, laut, da:rl udara yang direncana_kan

secaja teq)adu dan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem ruang secara

utuh. Sedalgkan untuk pembagiar pemalfaatan kawasarnya, Kota

Surabaya terbagi menjadi dua, yaitu Kawasan Budidaya dan Kawasan dan

Kawasan Lindung.

Kawasan Budidaya sendiri merupakan kawasar yalg digrrnatan

untuk dimalfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi atau

mempermudah kebutuhal dan kegiatan manusia. Adapun kawasan

budidaya terbagi menjad idua yaitu Kawasan Budidaya Wilayah Darat dal
Kawasan Budidaya Wilayah Laut.

Fungsi dominan Kota Surabaya adalah sebagai pusat kegiatar
komersial, frnansial, perdagangan, informasi, administrasi, sosial, dan

kesehatan. Dari fungsi dominal seLtor bisnis di Kota Surabaya ini, maka

bentuk penggunaan lahan balyal< mengalami perubahan dima-na nilai
laiarr yang berawa.l dari lahan pertanial berubah menjadi penggunaan

dengan nilai ekonomis lebih besar seperti permukimal, perdagangal,

perkantoran, da.rr lain-lain. Tren pembahan dan pemanfaatan lahan Kota

Surabaya dari tahun ke tahun bersifat komersial, untuk itu bentuk
perkembalgalnya hanrs selalu dipartau sesuai dengan rencana tata mang

wilayah agar pemanfaatannya sesuai dan berkelanjutan baik bagl manusia

serta lingkungan. Adapun kawasan-kawasal yang harus sela-lu dalam

pengawasan serta penjagaan adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kawasan

lindung dan pesisir, serta Kawasan PerLindungal Setempat karena fungsi

dan manfaatnya yang penting seperti mengurangi masalah pencemararl

udara akibat kegiatan perkotaan, menjaga tata air, melestarikan plasma
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nutfah, dall sebagainya.

Aksesibilitas mempakan kemudahal untuk mengakses sarana darr

prasaiana fisik daIr sosial yafrg dapat menjadi ukuran kenya-rnaran atau

kemudalan untuk mencapai lokasi tertentu dengan a-lat transportasi.

Aksesibiltas Kota Surabaya dapat diLihat berdasarkan bentuk saJana

transportasi yalg tersedia seperti fungsi da.ll kelas jalan serta bentuk

fasilitas angkutan kendaraan seperti terminal baik yang ada di darat, laut,

da.rl udara. Salah satu bentuk aksesibilitas yang tinggi yaitu dengan

tersedianya banyak sistem jaringan jalan. Pesatnya pertumbuhan kota

Surabaya dengan sebagial wilayalnya mempatan kawasal pesisir yang

turut mendukung sebagaj Kota industri dan perdagangan da.rr jasa, tentu
perkembangannya harus didukung dengal fasilitas transportasi yang

memadai seperti tersedianya terminal baik pada ja.lur darat, laut, dan

udara. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk fasilitas transportasi yang

ada di Kota Surabaya, yaitu :

. Faslltas Termi.Dal Darat

Untuk mengalses Kota Surabaya baik dari luar ataupun didalam

dengan menggunatan kendaraan umum darat, maka fasilitas temina.l

darat seperli termina.l bus dan angkutan umum merupakan fasilitas

penunjalg penting yang dapat digunakan. Berikut ini merupakan

bentuk fasilitas terminal darat yalg ada di Kota Surabaya yaitu

sebalyak 2 (dua) terminal antar kota dan provinsi dan 11 (sebelas)

terminal da.lam kota. Moda lain yang mendukung kegiata-n transportasi

di Kota Surabaya terutama yang datang dari kota lain dan provinsi

seperti Kereta Api. Berdasarkal data kondisi panjang jalan Kota

Surabaya diatas dapat terlihat perubahan aksesibi.litas perkembangan

Kota Surabaya. Untuk panjang jalar jenis permukaan yang terbagi
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menjadi jenis jalan paving dan aspa_l dimana jenis jalan paving memang

mengalami penuruun sebanyak 443,6a km najnun terjadi
penarrlbahan terhadap jenis aspal sebesar 449,26 km.

Struktur Jaritga! JalaD

Sebagaj sistem jaringan ja-lan peninggalan masa lalu, jaringan ja.lan di
Kota Surabaya dominal menghubungkan koridor Utara-Selatan kota

dan kuralg mengantisipasi perkembangan yang a-kar tedadi pada

koridor Barat-Timur Kota Surabaya yang saat ini berakibat kuralg
memadainya atses jaringan jalal Barat-Timur dan sebaliknya. Namun

saat ini pengembangal akses Barat-Timur mulai dikembalgkal dalam

mengimbangi perkembangan kawasan Barat dan Timur Kota Surabaya.

Pada dasarnya, struktur atau pola jalan utama di Surabaya berbentuk

linier yang menghubungkan kawasan utara dar selatan (Taljung Perak-

Waru). Namun saat ini telai terjadi pergeseral dari bentuk linier
menjadi cenderung berbentuk sistem radial-persegi panjang seiring

dengan merringkatnya perkembangan pembangunan di Kawasa-n Barat-

Timur Surabaya serta meningkatnya penggunaan jalan tol Surabaya-

Malang.

l.urgsi JaIaD

Berdasarkan Unda-ng-Undang No 38 Ta_hun 2004 tentang Jalan

darl Peratural Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan

menyebutkan bahwa fungsi jalan (berdasarkan sifat dan pergerakar

lalu lintas dan angkutar ja.lan) diklasiikasikan menjadi:
r' Arteri (Primer dan Sekunder);

/ Kolektor (Primer dal Sekunder);

r' Loka-l (Primer dan Sekunder); dan
/ Lingkungan (Primer dar Sekunder)
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Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Status JaIa!
Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2OO4 tentalg Jalan

dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalal
disebutkal balwa jalar diklasifikasikan menjadi jalan umum dan jalalr

khusus. Jalan menurut statusnya dikelompokkan menjadi ja-lan

nasiona.l, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalal kota, dan jalai desa.

Jalal umum yang pembinaallya dilakukan oleh Menteri

dikelompokkan dalam jalan nasional. Sedangkan jalal umum yarg

pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan

dalam jalan daerah. Berikut ini merupakan tabel status ja-lan yang ada

di Kota Surabaya.

Tabel 2. 5

Panjang Status
Jala.! Kota
Surabaya

Jenis Kewenangan Paljalg Jalal
(km)

1 Ja-Ian Nasional 45.66

2 Jalan Provinsi 73.73

Ja-lar Kabupaten/Kota 2003.65

Tota-l 2063.O4

Berdasarkan Undarg-Undalg No.38 Tahun 2OO4 tentang Jalan

dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan

disebutkan bahwa kelas jalan dikelompokkar berdasarkan:

. Penggunaan ja-lar dan kelancaran la-1u lintas dan angkutar ja-]arl

o Spesiikasi penyediaan prasara-na jalan
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Pembagian kelas ja-larr berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran
lalu lintas dan jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang laIu lintas dar: angkutan jalal. Kelas
ja.lan berdasarkan spesilikasi penyediaar prasaJarajalan

dikelompokkan atas:

o Jalan bebas hambatan

. Jalan raya

. Jalan sedang

. Ja-lan kecil

Adapun data mengenai Kelas Jalan dapat dilihat pada Larnpiran 1.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutar Jalan disebutkal bahwa kelas jalan dikelompokkan

berdasarkan berikut ini:

1. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturajl

penggunaan jalall dan kelalcaran la.lu lintas dan angkutan jalan;

2. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi

kendaraan.

Adapun pengelompokkan kelas jalan yaitu:

a. Jalan Kelas I

Jalan kelas I merupakal ja-lan arteri, kolektor, lokat, dan

lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan syajat:

. Ukuran lebar tidak melebihi 2.SOOmm,

. Ukuran panjang tidak melebihi 12.0OOmm,

. Ukuran tinggi tidak melebihi 4.2O0mm,

. Muatan sumbu terberat 10 ton.

b. Kelas II

Jalan Kelas II merupakal jalan arteri, kolektor, lokal, dan
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lingkungan yalrg dapat dilalui kendaraan bermotor dengar sydat;
. Ukuran lebar tidak melebihi 2.5O0 mm,

. Ukuran panjarg tidat melebihi 18.000 mm,

o Ukurar tinggi tidak melebihi 4.200 mm,

. Muatan sumbu terberat 8 ton.

c. Jalan Kelas III

Jalan Kelas III merupakan jalan arteri, kolektor, loka_I, dan

Iingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan syarat:

o Ukuran lebar tidat melebihi 2. 100 mm,

. Ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm,

. Ukurar tinggi tidak melebihi 3.500 mm,

. Muatan sumbu terberat 8 ton.

d. Jalar Kelas Khusus

Jalan Kelas Khusus merupakan jalar arteri yalg dapat dilalui
kendaraan bermotor dengan syarat:

. Ukuran leba-r tidak melebihi 2.500 mm,

. Ukuran panjang tidak melebihi 18.OOO mm,

. Ukuran tinggi tidat melebihi 4.200 mm,

. Muatan sumbu terberat 10 ton.

Pembagian kelas jalar di Kota Surabaya yang ada saat ini berdasarkan

Keputusan Walikota Surabaya No. 46 Tahun 2O00. Pembagial kelas

jalal ini perlu penyesuaian berdasarkan Undalg-Undang No. 22 Talun
2009 tentang La.lu Lintas dan Angkutan Jalan. Tabel kelas ja-lan Kota

Surabaya berdasarkan pembagian vrilayah Kota Surabaya dapat dilihat
pada Larnpiran 1.
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Jea.is da!. KoDdisi Peikerasa! Jalarl
Jenis dan kondisi perkerasan ja.lan Kota Surabaya dilihat berdasarkal
kondisi jalan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 6
Koldisi Jala! di
Kota Surabava

Kordisi JaIaD Pa!'jaag JaIa! lkEl

No. 2009 20to 20tt
1 Baik 1207 138 1,5 1381 .995
2 Seda.rls oo a'7 15,63 15,63

Rusak 45,26 26.79 26,79
4 Rusak Berat 2a,42
Total Panjang
Ja-laI

t421 t426,t5 1426,645

4.3. IIINDASAIT YT'RIDIS

Da-lam menetapkan kebijakan pemerintah untuk mementuk
peraturan yang mengatur pedoma]] penamaan jalan dan tempat umum,

sesuai dengan unsur keabsahan tindakal pemerintahan, terlebih

dahulu harus dipenuhi unsur keabsahan yang meliputi wewena-ng,

substansi, dan prosedur. Untuk mengetahui unsur keabsahan bagi

Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukal kebijal<an pengaturan

terhadap penamaan jalal, perlu melakukar penelitian dengan

melakukal pendekatan atas peraturan perundang-undangan yang

mendukung atas pela-ksanaar kebijakal teisebut. Dengan demikiar
pembentukan Kajian dari segi ].uridis ini dimaksudkan untuk melihat
peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum

sebagai dasar hukum dalam pembentukan rancargan Peraturan Daerah

Kota Surabaya tentalg Pemberial Nama Jalar dan Sarana Umum di

Kota Surabaya.
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Peraturan perundalg-undangan yang menjadi dasar hukum
dalam pembentukal rancangan Peraturan Daerai Kota Surabaya

tentang Pemberian Nama Jalan dan Saraia Umum ada-lah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yosratarta
sebagaimana telal diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan

Irmbaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Ja_lan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambaharl

I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan JaIaI l,embaral Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 82, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor

5234)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahurr 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Penndang-undalgal {L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahal Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian

Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, 'lalrrba}rat Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor

5s87)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

(LembaJan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,

Tambahan l€mbarar Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

51



7. Peraturarr Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang

Produk Hukum Daerah

8. Peraturan Daerah G€mbaran Daerai Kota Surabaya Tahun 2009

Nomor 12 Tambahan Irmbaran Daerah Kota Sr.rrabaya Nomor 12);
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BAB-V
RUANG LINGKI'P ITASXAH AXADE!trIK

5.1. Ketertua!. Umum

Mencermati perkembailgan pembangunan Kota Surabaya yang

menunjukkan adanya kemajual yang sangat pesat sehingga untuk
memudalrkan, pengenalan dan tercapainya hubungan (komunikasi)

yang lebih sempuma terutama bagi daerah perumahan baru perlu

adanya pemberian nama bam atau perubahan nalna-na[ra untuk jatan

dan sarana umum dengan tetap memperhatikal sejarah perjuargan

balgsa, kepal awa:ran dan ciri-ciri khas kota. Dengal demikial dalam

mengatur kebijakan tentang penamaal jalan untuk memudalkan
pemberian informasi kepada masyarakat darr mobiltas masyarakat perlu

ditentukan beberapa ketentuan umum dan istitah-istilah yang a-kan

dipergunakan di dalam Peraturan daerah sehingga tidak menimbulkan

persepsi yang berbeda dari pembaca artara lain :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Walikota ada.lah Walikota Surabaya

4. Dewan Perwakilan Ralgrat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Ralgrat Daerah Kota Surabaya.

5. Jalan ada-lah prasarana transportasi darat yang meLiputi segala

bagian jaian, termasuk balgunal pelengkap dan perlengkapannya

yarg diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada perrnukaa-n

tarah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah

dan/atau air. Serta di atas permukaal air, kecuali jalan kereta api,

ja.lan lori dan jalan kabel.
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6. Jalal umum adalah jalan diperuntukkan bagi IaJu lintas umum.

7. Jalarr khusus adalah ja-lan yalg dibangun oteh instansi, badar
usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk
kepentingal sendiri.

8. Jaian nasional adalah jalan arteri dan ja-lan kolektor dalarn system

jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi,

da.rr jalan strategis nasional serta jalan tol.

9. Ja.lan provinsi adalah jalan kolektor dalarn system jaringar jalan

primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota
kabupaten/kota atau antar ibu kota kabupaten/kota, darr jalal
strategis provinsi.

10. Ja-lar kota adalai jalan umum da.lam system jaringal jalal
sekunder yalg menghubungkan antar pusat pelayarlaJl dalam kota,

menghubungkal artar pusat pelayanan dengar persil,

menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat

pemukiman yang berada di dalam kota.

11. Jalan desa merupalan jalal umum yalg menghubungkan kawasan

dan/atau antaj permukiman di da.lam desa, serta ja-lar lingkungan.

12. Tempat rekreasi adalah tempat yang terbuka untuk umum dan

digunakan untuk berekreasi, yarrg dimiliki dan dikelola oleh

Pemerintah Kota Surabaya maupun oleh pihak swasta.

13. Taman adalah tempat yalg ditarlami dengan tarramarr hidup yang

berfungsi untuk keindahan dan paru-paru kota

14. Bangunan umum adalah bangunal yalg dipergunakan untuk
kepentingan umum.

ls.Nama Jala! ada.lah kata untuk mempermudah dalam pencariarr

tempat yalg dimaksud.
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16. Sarana Umum adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang

dimiliki dan dikuasaj oleh pemerintah daerah dan dipergunakan

untuk kepentingan masyarakat.

5.2. Kebija&an UDtuk Mergatasi Masalah

Untuk memeca}rkan permasalahal yarg ada berbagai kebija-kan

perlu direncarakan, ditetapkan dal dilaksanakan. Kebijakan-kebijakarr

tersebut mencakup upaya untuk melakukai penarnaan ja-lan yang

dirumuskan sebagai berikut :

1. Transpararsi menjadi
syarat pa-rtisipasi.

jua.rl untuk ;
. mendapatkai input dari masyarakat
. mengukur kemarnpuan dan meningkatkan

pemahaman masyarakat
. menumbuhka-n kesadaran dan mendorong

tuhan masya.ra-liat terhadap Perda.
a. Walikota
b. DPRD
c. Perangkat Daerah
d. Pengembang Perumahan

2. RO (Role Occuwnt)

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi
penamaar untul:
. Jalan urnum di daerah yang terdiri atas :

Jalan Nasional; Ja-lai Provinsi; Jalan Kota;
dan Jalan Lingkungan.

. Sarana umum milil daerah yallg meliputi:
Tafiar, Gedung, Pasar, Monumen, Jembatan,
Sarana dan prasarana lailln

3. Dalam hal apa
penamaan jalan ini
diatur

Kriteria penarnaan jalan meLiputi:
- Memperhatikan segi sejarah, peiuangan

bangsa, kepailawanai, dan ciri khas kota
untuk objek narna tertentu yang sudah
diberi nama;

- Di lingkungan Daerah yalg bersangkuta-n
telah ada perumahan dan prasaJana jalan
bagi yarlg belum diberi nama.

- Kehendal< dari masyarakat, agal untuk

4. Kriterian Penanaan
Jala.rl.
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menetapkan narna-narrra ja-lan, tempat
relceasi, talnan dan tempat lain yang serupa
untuk umum di temoat vane bersanskutan.

5. Tata cara penafiaarr
j.l"rl

o Orang, masyarakat, kelompok, atau badan,
berhak mengusulkan pemberiai narna jalan
dan/atau sa-raia umum.

o Pengusul ya.Ilg mengajukal penarnaai ja-lan
ditujukan kepada Walikota melalui Dinas.

o Pengusul yarg mengajukan penErrnaan saralra
umum ditujukan kepada Walikota mela-lui
Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang
Milik Daeral.

6. Apa putlishfient-naa?
(kalau tidat trarsparar
dan/atau partispatif)

. Walikota berwena-ng menerapkan sanksi
administrasi kepada orang yang melakukan
pelangga.ran terhadap ketentuan laraflgarl
yang meliputi : memasang tanda dan/atau
gaJnbal lain pada papan narna; merusak atau
mengubal nama jalan atau sarana umum;
dai/atau mengarnbil atau menghilargkan
papar nama;

. Walikota berwenang menerapkai sanksi
adminishasi kepada pengemba-ng yang tidak
melakukan kewajiban dalarn memasang
papai nama.

. Sanksi adrninistrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

a) Peringatan tertuLis/Iisan; atau
b) Paksaan Pemerintalar.

5.3. Kerargka Peratural Daerah

Dalam ralcangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang

Pemberian Nama Jalal dal Sarana Umum tersusun sebagai berikut :

a. Konsideran yang terdiri dari Menimbang dan Mengingat sebagai

landasai filosofis, ]uridis, ekonomis, sosiologis dan poLitis;

b. Dikum yang terdiri atas :

1. Kata Memutuskan

2. Kata MenetapkEn

3. Nama Peraturan Daerah
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c. Batarg tubuh

BAB I : KeteDtua! UtllUE

BAB U : Maksud dan Ttjuatl
1. Maksud pemberian nama jalan darl sarana umum milik

Peme.intah Daerah adalah untuk memberikan identitas terhadap

ja-lan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah guna

mencerminkan semalgat darr frlosoh masyara-kat.

2. Tujuan pemberian nama meliputi:

a) Memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;

b) Penghargaal terhadap jasa seseorarg atas perjuangartnya

pada wakhr revolusi fisik maupun pembalgunan;

c) Pengawasan aset yang menjadi milik Pemerintah Daerai.

d) Mewujudkan keterliban darl kepastian hukum dalam

penyelenggaraan jalan

e) Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraal jalal;

0 Mewujudkar peral penyelenggara jalan secara optimal dalarn

pemberian layalan kepada masyarakat;

g) Mewujudkar pelayanan jalar yallg arrda-l dall prima serta

berpihak pada kepentingan masyaral€t; dan

h) Mewujudkal sistem jaringal jalan yang berdaya guna dan

berhasil guna untuk mendukung terselenggararya sistem

transportasi yang terpadu.

BAB III : Ruarg Lilgkup
Ruang lingkup Peraturan Daerah irli meliputi penamaal untuk:

r Jalar umum di daerah yang terdiri atas: Jalan Nasiona.l; Jalan

Provinsi; Jalan Kota; dan Jalan Lingkungal.
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Sarana umum milik daerah yang meliputi: Tajnan, Gedung, pasar,

Monumen, Jembatan, Sarana dan prasarana lainnya.

BAB IV : Kewe[atgan pemberiaa aama
1. Walikota berwenang memberikan narna pada jalan dan/atau

sarana umum yarg ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2 . Kewenangan Walikota da.lam pemberial narna dapat

menetapkan atau mengubah nama ja.lan darr/atau sajana
umum atas dasar kepentingan masyarakat dengan syarat
sebagai berikut:

a) Memperhatikan segr sejarah, perjuangan balgsa,
kepallawanan dan ciri khas kota untuk objek nama tertentu
yang sudah diberi nama;

b) Di lingkungan Daerah yang bersangkutan telah ada

perumahan dan prasarana jalal bagi yalg belum diberi

nama; dan/atau

c) Kehendak dari masyaraftat, untuk menetapkal nalna-nama
ja.lan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yarrg sempa

untuk umum di tempat yang bersangkutal.
3. Walikota dalam pemberian nama JaIaI dan Sarana Umum di

daerah dapat djusulkan dari:

a) Nama yang mencerminkan dal membangun semangat

nasiona-lisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan

balgsa;

b) Narna pahlawan, baik tingkat nasiona-I, regional atau lokal;

c) Nama flora, fauna, atau pulau-pulau di Indonesia;
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d) Nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telai meningggal

duoia baik pada masa revolusi hsik maupun pada masa

pembangunal;

e) Nama tokoh agana yang berjasa menyeba_rluaskan agarna

yang telah meninggal dunia; atau

0 Nama lain yalg tidak bertenta-ngal dengal norma
kesusilaan, dan ketertiban umum.

BAB V : Tata Caia Penamaatl

1. Orang, masyarakat, kelompok, atau badan, berhak mengusulkan
pemberial nama jalan dan/atau sarzrna umum.

2. Pengusul yang mengajukan penamaa-n jalan ditujukan kepada

Walikota melalui Dinas.

3. Pengusul yalg mengajukan penainaan sajana umum ditujukan
kepada Walikota melalui Peraigkat Daerah selaku Pengguna

Barang Milik Daerah.

BAB VI : Tarda Atau Papan llama
1. Pemerintal daerah memberikan tanda atau papan nama pada

setiap jalan atau sarana umum.

2. Mayarakat dapat berpartisipasi dalam pemberian tanda atau

papan narna.

3. Ketentuan tentang balan, ukural, warna, tata cara penulisar,

dall penempatan tanda/papan nama diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Walikota.
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BAB VII : LaraDgaD

1. Dalarn pemberian identitas jalan atau sarana umum, setiap orang

dilaralg :

a) Memasang tarda dan/atau gambar lain pada papan nama;

b) Merusak atau mengubah naIna ja-lan atau sarana umum;

dan/atau

c) Mengambil atau menghilangkan papan naina.

2. Pengembang wajib melakukan pemasa-ngan papar nama jalan

yang berada di lingkungan komplek perumahan

selambat - lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah jalan

dibalgun dan/atau difungsikan yalg dibiayai oleh pengembang

sebelum fasilitas jalal itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VItr : Pengawasa!

1. 'rva-likota berwenalg melakukan pengawasan terhadap pemberian

dal pemeliharaan nama jalar atau sarana umum di daeral.

2. Dalarrr pelaksalaan pengawasan pemberiar dal pemeliharaan

nalna jalan atau sajarla umum, Walikota melimpahkan

kewenalgan tersebut kepada Dinas dan/atau perangkat daera-h

selaku Pengguna Baralg MiLik Daerah dal bekerjasama dengan

Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Prosedur pengawasan diatur lebih laljut dalam Peraturan

Wa1ikota.

BAB IX : Sankal AdEitdstrasi
1. Wa-likota berwenang menerapkal sanksi administrasi kepada

orang yang melakukan pelarlggararr terhadap ketentuan laralgarr

60



2.

3.

4.

yang meliputi : memasang talda dan/atau garnbal lain pada
papan nama; merusat atau mengubah nama jalar atau sarana
umum; dal/atau mengambil atau menghilangkar papan narna

Walikota berwenalg menerapkan salksi administrasi kepada
pengembang yang tidak melakukan kewajibal dalam memasang

papan nama.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliput :

a) Peringatan tertulis/lisan; atau

b) Paksaan Pemerintahan.

Prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dima_ksud

pada ayat (3) diatur lebih lanjut da.lam Peraturan Walikota.

BAB X : KeteutuaE Penyidtka!
1. Penyidikan terhadap pelanggaran tanda atau papar natna

dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau

Pegawai Negeri Sipil yang memiLiki kualifikasi tertentu di bidang

penegakan Peratural Daerah.

2. Wewenalg Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a) Menerima, mencari, mengumpulkal darl meneliti keterangar

atau laporan berkenaan dengar tindat pidana yang

dilakukar;

b) Meneliti, mencari darr mengumpulkan keterangan orang

pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungal dengan tindak pidana yang dilakukan;

c) Meminta keterangan dai ballarr buldi dari orang pribadi atau

badan sehubungal dengan tindak pidana yang dilakukar;
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d) Meminta bantuan tenaga aJ:li dalam rangka pelaksanaan

penyidikan tindak pidala yang dilakukal;
Memeriksa buku-buku, catatar-catatan dan dokumen-

dokumen lain berkenaa:r dengal tindak pidana yang

dilakukan;

Menl.uruh berhenti, melaralg seseora-ng, meninggalkan

ruangar atau tempat pada saat pemedksaar sedang

berlangsung darr memeriksa identitas orang dan atau

dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada humf e;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya darl

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikar;

Melal<rkan dndakan lain yaig perlu untuk kelarlcaJan

penyidikan tindakan menurut oknum yang dapat

dipertarggungjawabkan.

e)

c)

h)

i)

BAB )q : Kete[tua! Pidara

Setiap orang yarg melakukan pelanggaran terhadap peraturan

ketentuan larangan dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan

atau didenda setinggi-tingginya Rp. 50.000.O0O,0O (Lima puluh juta

rupiah).

BAB )gI : Ketetrtua! Peralihan

Ketenhran Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakal
hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan

Peraturan Perundalg-undalgan yang larna terhadap Peraturar

Pemnda-ng-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
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1. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
2. menjamin kepastian hukum;
3. memberikan perlindungal hukum bagi pihat yarg terkena

dalnpak perubahan ketentua-n Peraturan perunda_ng-undanga::;

dan

4. mengatur hal-ha1 yarrg bersifat transisional atau bersifat
sementara.

Penamaan jalan dan tempat umum di Kota Surabaya sudah ada

sebelum ditetapkalnya ralcalga:r peraturan daerah ini dan
dilegitimasi dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pemberian narna-nama

untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain untuk umum,
maka untuk memberika:r kepastian hukum darr perlindungan

hukum terhadap penamaan yang sudah ada dinyatakan balwa :

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-+laRa jalan dan

sarana umum di Kota Surabaya yalg telah ada tetap berlaku, kecuali

nama jalan da.l1 sarana umum milik Pemer-intah Daerah yarrg belum

ditetapkan dengan Keputusan Walikota harus menyesuaikan dengan

Peraturan Daerah ini.

BABXI : Keteltua! Peautup

Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

1. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksarratarr

Peraturan Perundalg-undalgan;

2. nama singkat Peraturan Perundang-undalgal;

3. status Peraturan Perundang-undangal yalg sudah ada; dalr

4. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undalgal.
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Pengaturan pemberian narla-narna jalan, tempat rekreasi, tarnErn,

dan tempat lain untuk umum sudah ada dengan dibentuknya

Peraturan Daerah Kotamadya Daerai Tingkat II Surabaya Nomor 2

Tahun 1975 tentang Pemberian natna-nar1a untuk ja_lan, tempat

rekreasi, taman dan tempat lain untuk umum, sehingga dalam

ketentuar penutup untuk membe.ikan status peraturan perundang-

undarrgarr yang sudah ada dinyata_kan bahwa: "Pada saat Peratura!
Daerah ini mulai berlatu, raaka PeraturaD Daerah KotaEadya
Daerah Tirgkat II Surabaya Nomoi 2 TahuD 1975 tetltatlg
PeEberiatl tlarra-DaEra uDtuk jala!, tempat rekreasi, tama! da!
tempat laltr urtuk umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahutl
1975 Seri C Nomor 4/Cl, dlcabut da! diDyataka! tidak berlaku".
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BAB VI
KF,SIMPUIAN DAN SARAN

1. Keslt[pula! berisi :

Berdasarkal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan baiwa penyelengga:-aan

pembangunan daerat merupakan urusan wajib yang dilaksalakan oleh

Pemerintah, Pemerintal Propinsi darr Pemerintah Kabupaten/Kota.
Sesuai dengan Undalg-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Ja-lan

menetapkan pengaturan penyelenggaraar jalan, baik yalg dilakukar
oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Dengai adalya kewenangal bagi pemerintah kabupaten/kota dalam
penyelengaraal jalan, maka Pemerintah Kota Surabaya akan

menetapkan kebijakan yarrg akan dituangkan dalam Peraturan Daerah

tentang Penanaan Jalan.

Pengaturan penamaa-n jalan merupakan salai satu hal penting

untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan yalg sering terjadi
akibat penamaan jalan yang tidak teratur dan ada kecendemngan

kurang koordinatif sehingga mengakibatkan darnpat< negative dall
menimbulkan permasalahan dalam usala pengembalgal kota. Dengan

demikian perlu ditetapkan Peraturan Daerah yarg mengatur tentang
penyelenggaiaan penamaai jalan di Kota Surabaya sebagai usa_ha untuk
memudal-rkan informasi bagi masyaJakat dan pengaturan terhadap

perekembangan kota sesuai dengan identitas serta ciri khas Kota

Surabaya.

Pembentukal peraturan daerah yang aplikatf seyosranya didatrului
dengal kajian atau naskah akademik yang berisi inventarisasi
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perrnasalatan faktual dal hukum, inventarisasi dasar hukum, urgensi
pembentukar. peraturar dan substansi peraturan. Dengan demikian
penl.usunan naskah akademik diawali dengan penelitian, tujuan
penelitian ini adalai untuk mencari alternatif solusi (kebijatan) yang

dapat ditempuh oleh pemerintah da1am melakukal penamaal jalan
yang menjadi alternatif solusi dalarn mela_ksanatan pembangunan dan
pengembangan Kota yang ditetapkan dalam peratural pemndang-

undangan sebagai legitimasi agar kebUakar tersebut dapat

dilalsalakal oleh semua pemangku kepentingan, baik pemerintah

daerah (SKPD terkait), DPRD dan masyarakat.

2. Sara!-sara!

Materi penamaan jalan da.lam rangka penyelenggaraan jalan di Kota

Surabaya yarrg diatur dalam peraturan perundang-undangal, baik dari

segi substansi dan mekalismenya akan diatur dalam produk hukum.
Dengal demikial pengaturan terhadap pelalsaraar penamaal jalai
dapat dibagi dalam 2 bentuk, yaitu :

a. Peraturan Daerah tentang Pemberian Narna Jalan dan Sarafia

Umum berisi pengaturan tentang:

o Norma kewenangan yang wajib dilakukal oleh Pemerintah

daeralr yang dilimpahkar kepada dinas dalam penyelenggaraan

jalan khusus penamaa-n jalan atau Perangkat Daerah selaku

Pengguna Barang Milik Daerah khusus untuk penamaan sarana

umum;

o Norma I,arangan yang membatasi hak dafi masya-rakat dalarl
berpartisipasi di bidang penarnaan jalan;
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o Norma Perintah yang berisi kewajiban bagi masyaja.kat dalam

melakuka:: partisipasi di bidang penamaan jalan;

o Norma Dispensasi yalg merupakal pembebasan yang diberikan
kepada mesyaratat untuk tidat mentaati ketentuan yang wajib

dijalankan.

b. Peratural Kepa-la Daerai (Peraturan Walikota) tentang pedoman atau
petunjuk penamaEm jalan bagl instansi (perangkat daerah terkait)
dalam menjalanka:rl ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam

Peraturan Daerah, agar dinas tidak melakukan penafsiral tersendiri
yar:rg nantinya akan mengakibatkan penyimpangan dan melakukan

kegiatan yang sewenang-wenang.
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